
64 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah menguraikan hasil penelitian yang dilakukan pada bab 

pembahasan, maka dapat tarik kesimpulan pada penelitian yakni: 

1. Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang 

Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan 

analisis menggunakan teori efektivitas hukum dikatakan kurang efektif. Hal 

tersebut terjadi disebabkan karena 3 (tiga) faktor, faktor pertama yakni 

kekurangan saranan dan prasaran yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan KUA/Kemenag Lombok 

Timur yang dalam hal ini adalah kekurangan dana untuk melanjutkan program 

sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak. Faktor kedua yakni faktor kesadaran 

hukum masyarakat untuk menaati aturan hukum maka hal ini tentunya akan sulit 

menerapkan aturan hukum termasuk peraturan mengenai pencegahan usia anak. 

Faktor ketiga yakni faktor budaya masyarakat yang dalam hal ini dilihat bahwa 

masyarakat Lombok Timur yang saat ini memiliki perubahan sosial yang sangat 

signifikan akibat dari lingkungannya. 

2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Bupati Lombok 

Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di 

Kabupaten Lombok Timur menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, dan 
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Ketua Pengadilan Agama (PA) Lombok Timur dibagi menjadi dua hambatan 

yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun hambatan-hambatan 

internal tersebut yakni sarana dan prasarana yang kurang mendukung yang 

dalam hal ini terkait dengan program sosialisasi pencegahan perkawinan usia 

anak yang dilakukan pada semua desa yang ada di wilayah Lombok Timur 

tetapi program ini tidak dapat dilakukan secara rutin akibat kurangnya dana 

dari pemerintah Lombok Timur. Sedangkan untuk hambatan eksternal terdapat 

empat hambatan yang meliputi kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang 

disebabkan salah satunya faktor kurangnya peran pemerintah daerah untuk 

memaksimalkan program sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak, 

dampak pergaulan bebas di tengah masyarakat yang dalam hal ini 

mengakibatkan semakin tingginya angka kehamilan di luar nikah, faktor 

ekonomi yang menyebabkan anak menikah untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan faktor pendidikan akibat dari rendahnya tingkat anak yang 

menyelesaikan pendidikan sarjana (S1). 

B. Saran 

1. Diharapkan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat Lombok Timur untuk 

menaati aturan hukum mengenai adanya pembatasan usia perkawinan anak. 

Hal ini guna untuk menekan perkawinan usia anak dan demi terciptanya 

kesejahteraan di tengah masyarakat.  
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2. Diharapkan kepada pemerintah Lombok Timur untuk lebih memperhatikan 

jalannya program sosialisasi pencegahan pernikahan pada usia anak agar dapat 

berjalan secara bertahap dan aktif. Selain itu, diharapkan pula pada Hakim 

Pengadilan Agama Selong untuk menolak permohonan dispensasi pernikahan 

usia anak yang diajukan apabila tidak memenuhi syarat alasan mendesak yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.  
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